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Abstrak
Merek adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut sebagai identitas dari penjual yang memiliki pembeda sebagai persaingan usaha yang ada di pasar. Penggunaan kata umum dalam bahasa asing sebagai merek banyak ditemui dalam pendaftaran merek di Indonesia. Bahkan tidak banyak pendaftar merek yang mendaftarkan merek hanya dengan kata tunggal berupa kata umum yang memiliki sifat deskriptif. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah terdapat sebuah kasus yaitu antara Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia yang mempermasalahkan adanya kata “Strong”. Dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur mengenai merek tidak dapat didaftar apabila merupakan nama umum. Hal ini dapat menimbulkan sebuah permasalahan, apakah nama umum sama halnya dengan kata umum. Dan apakah kata umum dalam Bahasa Asing dapat dikatakan umum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dasar pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021 dan menganalisis penggunaan kata “Strong” yang merupakan kata umum berbahasa asing sah untuk didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Tek nik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif. Penggunaan kata umum dalam merek baik menggunakan Bahasa Asing ataupun Bahasa Indonesia merek deskriptif tetap lemah karena tidak memiliki daya pembeda. Apabila ingin mendaftarkan merek deskriptif tersebut dalam pendaftaran merek di Indonesia diperlukan adanya etiket merek agar memiliki daya pembeda.
Kata Kunci : Penggunaan, Kata Umum, Merek Deskriptif
Abstract

A brand is a symbol, sign, design or a combination of these three things as the identity of the seller who has a differentiator as business competition in the market. The use of common words in foreign languages ​​as trademarks is often found in trademark registrations in Indonesia. In fact, not many trademark registrars register trademarks only with single words in the form of general words that have descriptive properties. The problem that arises in this case is that there is a case between Hardwood Private Limited and PT. Unilever Indonesia has a problem with the word "Strong". Article 20 letter f of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications only regulates that marks cannot be registered if they are common names. This can raise a problem, whether common names are the same as common words. And whether common words in foreign languages ​​can be said to be common in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the basis for consideration of the Supreme Court Judge's Decision Number 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021 and analyze the use of the word "Strong" which is a common foreign language word legal to be registered in trademark registration in Indonesia. normative approach to legislation, concept approach, and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of analyzing legal materials uses a prescriptive method. The use of common words in brands, whether using foreign languages ​​or Indonesian descriptive brands, remains weak because they do not have distinguishing power. If you want to register a descriptive mark in trademark registration in Indonesia, it is necessary to have brand etiquette so that it has distinguishing power.
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PENDAHULUAN
Persaingan bisnis antara persuahaan pada era saat ini cenderung ketat, setiap perusahaan diminta agar memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan juga  membuat inovasi produk yang memiliki kelebihan serta memiliki ciri khas tersendiri dengan pesaing(Jefry Romdonny 2018). Adanya globalisasi, masyarakat dunia harus berhadapan dengan tingginya beragam merek baik domestik hingga asing (A.A.G Agung Artha Kusuma 2017). Bagi masyarakat, merek berfungsi sebagai pilihan produk yang akan dibeli serta sebuah simbol harga diri. Oleh karena itu merek yang telah banyak digunakan oleh masyarakat membuat oknum-oknum tertentu berkeingin berhasil tanpa kerja keras yang panjang dengan mendompleng merek orang lain (Sari 2014).
Merek merupakan bagian dari karya intelektual yang memiliki peran penting dalam perdagangan investasi(Andre Asmara, Sri Walny Rahayu 2019.) Merek diidentikkan sebagai identitas dari produk yang nantinya akan dihasilkan oleh produsen, dan kemudian menadi aset yang penting(Firmansyah 2013). dengan adanya merek, suatu produk akan lebih mudah dikenali karena memiliki ciri khas tersendiri dan menandakan persaingan usaha yang sehat. Fungsi merek sangat berpengaruh dalam pengembangan persaingan perdagangan yang jujur serta sehat. Adanya merek, berbagai produk bisa dengan mudah dibedakan, kualitas dan jaminan bahwa produk tersebut asli (original)(Saidin 2015). 
Merek yang biasanya berfungsi sebagai pembeda juga memiliki fungsi sebagai aset perushaaan yang tidak ternilai, khususnya dalam merek terkenal (well-known-mark).(Saidin 2015) pada tahun 2019, BCA mencapai US$ 13,1 miliar atau sekitar Rp. 184,7 triliun(Pusparisa 2019).
Banyak pengguna merek yang seringkali menyalah gunakannya untuk menumpang popularitas dari merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang sering meniru merek terkenal sebagai bentuk upaya untuk mengelabuhi masyarakat(Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati 2018). Hal tersebut tentu tidak memnuhi unsur itikad baik (good faith). Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik” yang dimaksud daengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” merupakan “Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”

Menurut Liputan 6 sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, lembaga pengawasan Amerika Serikat yang bernama United States Trade Representative (USTR) menyetakan bahwa pada 2016, Indonesia merupakan negara ke-empat dengan pembajakan tertinggi di dunia, dengan kerugian mencapai Rp. 65.100.000.000.000,00(Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati 2018). Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi pemilik merek.
Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu melindungi merek-merek yang memiliki resiko terhadap peniruan merek. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kasus terkait merek di Indonesia mencapai 658 kasus periode 2016-2021(Astutik 2021). Salah satu upaya dari perlindungan merek dengan menggunakan prinsip first to file (pertaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran secara internasional(Nurul Hidayati 2017). Namun hal ini dirasa kurang efektif, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di setiap negara yang merek tersebut diperdagangkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara internasional sangat penting guna mendapatkan perlindungan dari negara lain dengan mendaftarkannya pada sekretariat yang ditunjuk, sehingga secara otomatis terdaftar dalam sistem tersebut (Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati 2008).
Ada kalanya sebuah merek didaftarkan mengandung bagian atau unsur dari sebuah merek yang merupakan kata umum. Salah satu contohnya adalah kasus PURE KIDS vs PURE BABY. Dalam kasus ini pihak pemilik merek PURE KIDS mempermasalahkan penggunaan kata Pure dalam merek PURE BABY. Menurut pihak pemilik merek PURE KIDS penggunaan kata Pure dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek PURE BABY mempunyai hubungan dengan PURE KIDS dan berpotensi menyesatkan konsumen.

Sengketa tersebut akhirnya diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan memenangkan pihak PUREKIDS dengan pertimbangan sebagai berikut:

“PURE BABY milik Tergugat memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan PURE KIDS. Memerintahkan untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek PURE BABY.”

Kasus lainnya adalah sengketa merek EXTRA JOSS vs ENERJOSS. Pihak EXTRA JOSS menyatakan bahwa kata “joss” adalah kata buatan (coined word) dengan asosiasi serta konotasi khusus yakni energi dan/atau stamina. Kata “joss” sebenarnya bukan sebuah penemuan baru, kata ini biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya Jawa yang berarti “hebat, luar biasa” sehingga hal ini pihak Extra joss hanya melekatkan kata joss yang telah ada dalam kata Extra sehingga menjadi sebuah merek yang bernama EXTRA JOSS. Dalam putusan ini, hakim melihat adanya persamaan bunyi (suara) dan ucapan dari kata “jos” untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya. Dalam Putusan Kasasi memenangkan ENERJOSS, kemudian pihak EXTRA JOSS megadukan keputusan MA tersebut untuk Komisi Yudisial, namun belum ada perkembangan lanjut mengenai kasus ini.

Berikut adalah beberapa kasus sengketa merek beserta pertimbangan hakim

Tabel 1

Kasus Sengketa Merek di Indonesia

	No
	Kasus
	Pertimbangan Hakim

	1
	Pure Kids Vs Pure Baby (Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)
	Majelis Hakim menimbang bahwa terdapat unsur yang memiliki persamaan pada pokoknya dan terdapat unsur dominan yang sama yaitu pada kata “Pure”

	2
	Extrajoss Vs Enerjos (Putusan MA No. 06 PK/N/HaKI/2006)
	Majelis Hakim menimbang bahwa merek Enerjos memiliki persamaan pada pokoknya dengan menimbang adanya persamaan bunyi (suara) dan ucarapan dari kata “jos”

	3
	Kopitiam Vs Kok Tong Kopitiam (Putusan MA No. 179PK/PDT.SUS/2012)
	Kopitiam merupakan bahasa melayu yang memiliki arti kedai kopi. Dalam hal ini Majelis Hakim menimbang bahwa setiap merek yang mendaftarkan dengan nama kopitiam dapat ditolak pendaftaran mereknya atau dicabut karena menggunakan unsur kata Kopitiam

	4
	Holiday Resort Lombok Vs Holiday Inn dan Holiday Inn Resort (Putusan MA No. 958 K/Pdt.Sus/2010)
	Majelis Hakim menimbang bahwa kata Holiday merupakan suatu kata yang sifatnya umum, bukan milik perseorangan dan setiap orang dapat menggunakannya setelah dikaitkan dengan kata lainnya.

	5
	Aqua Vs Aqualiva ( Putusan MA No. 14 K/N/ HaKI/2003)
	Pada dasarnya nama Aqua diambil dari bahasa latin yaitu air. Majelis Hakim menimbang bahwa antara kata Aqua dan Aqualiva memiliki persamaan pada pokoknya yaitu unsur dominan dari kata Aqua. Hal ini berbeda dengan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga yang mana kemiripan saja tidak cukup untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya.


Sumber: diolah penulis
Adanya sengketa “Merek Strong Pasta Gigi” antara PT. Unilever Indonesia, Tbk. sebagai Tergugat di Pengadilan Niaga dan menjadi Pemohon di Mahkamah Agung melawan Hardwood Private Limited sebagai Penggugat dan menjadi Termohon di Mahkamah Agung. Dalam putusan yang pertama Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020 dimenangkan oleh pihak Penggugat (Hardwood Private Limited). Sebagaimana sengketa ini dimulai karena adanya sangkaan bahwa terdapat kesamaan merek antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat/Pemohon disini menggunakan merek pasta gigi bernama “Pepsodent Strong” yang mana sebelumnya Penggugat juga memiliki merek pasta gigi yang sama yaitu “Formula Strong” dan sudah didaftarkan Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat. Penggugat/Termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 18 November 2020.

Pada tingkat peradilan yang pertama Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa pihak tergugat memiliki kesamaan merek dalam pokoknya dengan pihak penggugat. Maka pihak tergugat mengajukan kasasi sebagai Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya tanggal 30 November 2020 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 35 K/Pdt.Sus HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Dalam peradilan tingkat kasasi menyatakan bahwa pihak pemohon atau yang menjadi tergugat dalam peradilan tingkat pertama dinyatakan tidak melakukan pelanggara terhadap merek yaitu persamaan merek pada pokoknya. Hal ini dikarenakan kata dari “Strong” merupakan kata umum yang tidak bisa digunakan menjadi dasar dari persamaan merek pada pokoknya.

Berikut adalah perihal yang disengketakan antara pihak Hardwood Private Limited (Penggugat) dengan PT. Unilever Indonesia Tbk (Tergugat):
Tabel 2

Objek Yang Disengketakan

	Penggugat
	Tergugat
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Sumber: Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, diolah, 2020
Mengacu pada kasus diatas, maka bagaimana putusan pada tingkat pengadilan niaga yang dapat dikategorikan judex facti (fakta hukum) sementara pada tingkat kasasi sebagai judex jurist (penerapan hukum) memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai norma yang masih kabur (vaguenorm), begitu pula pada ketentuan Pasal 20 huruf f yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Oleh karena itu perlu norma yang jelas agar kasus-kasus sejenis pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat diantisipasi dan agar tidak terulang kembali.

Dari latar belakang permasalahan yang ada, penulis akan mengkaji kasus diatas dibandingkan kasus yang lain karena terdapat suatu keunikan pada kasus tersebut, yang mana pihak Hardwood Private Limited mendaftarkan merek “STRONG” yang merupakan hanya satu kata umum. Berbeda dengan kasus Extrajoss vs Enerjoss dan kasus Purekids vs Pure baby yang memiliki gabungan dua kata yang berbeda walaupun sama-sama bermakna kata umum.
METODE

Tulisan ini mengarah pada penelitian hukum normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengenai sengketa merek dagang Formula dengan merek Pepsodent. Penelitian yang dilakukan penulis ialah terhadap pertimbangan hakim yang dianggap kabur dalam memutuskan putusan mengenai sengketa merek tersebut.

Terdapat pertimbangan hakim yang penulis nilai kabur karena pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai sengketa merek dagang Formula dengan merek Pepsodent dimana dalam hal tersebut kata umum yang digunakan merek Pepsodent dalam merek variannya. Hal tersebut sesuai Pasal 20 huruf f, dimana merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak adalah merek yang mengandung nama umum.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pendekatan Konseptual dengan mengkaji mengenai konsep sengketa merek, kata umum dalam merek, dan konsep pelanggaran merek, dan Pendekatan Kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang bersifat inkracht.

Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan mengenai sengketa merek serta putusan hakim terdahulu, bahan hukum sekunder terdiri atas artikel, jurnal, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta bahan non hukum berasal dari media internet. Dengan teknik analisis yang digunkan bersifat  preskriptif (Muhaimin 2020).
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait Pelanggaran Merek yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk
Menurut Sulastri, penjatuhan gugatan ganti rugi perkara merek dapat dilakukan apabila memenuhi  3 (tiga) syarat yaitu: (Sulastri, Satino 2018)
a. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU MIG dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek “Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pihak PT. Unilever Indonesia Tbk, selaku pemilik merek varian Pepsodent Strong 12 Jam pada dasarnya tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan pihak Hardwood Private Limited selaku pemilik merek Strong. Menurut bunyi Pasal 21 ayat (1) UU MIG dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Perbuatan PT. Unilever Indonesia Tbk tidak melanggar unsur :

1) Unsur yang dominan

Unsur dominan merupakan unsur utama yang memiliki daya pembeda dalam sebuah merek. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memang tidak menjelaskan definisi unsur dominan itu sendiri, namun terdapat contoh kasus lain yaitu mengenai sengketa merek Aqua dan Aqualiva. Dalam perkara tersebut hakim berpendapat bahwa Aqua merupakan unsur dominan sehingga merek Aqualiva dikualifisir beritikad tidak baik, dalam kasus pelanggaran merk antara Hardwood Private Limited dan PT. Unilever Indonesia, Tbk. Unsur dominan merek pada Hardwood Private Limited  yakni “strong” untuk “formula strong” kata strong tersebut telah didaftarkan oleh Hardwood Private Limited sebagai merek produk dari perusahaannya. Sedangkan pada PT. Unilever Indonesia, Tbk unsur dominan dalam kasus ini yakni “PEPSODENT” untuk “PEPSODENT STRONG 12 JAM”. Perbandingan unsur dominan dari kedua merek tersebut tidak adanya kemiripan dari bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

2) Menimbulkan adanya kesamaan

Kesan adanya persamaan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1996 yang menyebutkan kesan adanya persamaan apabila terdapat:

· Persamaan bentuk (similarity of form);
· Persamaan komposisi (similarity of composition);
· Persamaan kombinasi (similarity of combination);
· Persamaan unsur elemen (similarity of elements);
· Persamaan bunyi (sound similarity)

· Persamaan ucapan (phonetic similarity)

· Persamaan penampilan (similarity in appearance).
Apabila dilihat dari sudut bentuknya, merek “STRONG” dan merek “PEPSODENT” dalam penempatan, kombinasi, maupun bunyi ucapan tidak terdapat persamaan dari segi manapun. Terlihat jelas bahwasannya unsur dalam merk “PEPSODENT” dengan kombinasi unsur warna biru, putih, dan merah. Sedangkan merek “STRONG” yang dikenal dengan merek “FORMULA” memiliki kombinasi yang berbeda.

b. Merek orang lain itu sudah terdaftar

Unsur sudah terdaftar dalam hal ini mempunyai arti bahwasannya Merek tersebut sudah didaftarkan dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam perkara ini, merek milik Hardwood Private Limited pada dasarnya sudah terdaftar dengan menggunakan merek “STRONG” pada tanggal 09 Juli 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478 dalam kelas 3. sedangkan merek milik PT. Unilever Indonesia Tbk yakni “PEPSODENT STRONG 12 JAM” juga telah terdaftar pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Agenda DID2019057948 dalam kelas 3 dan 25 September 2019 dengan Nomor Agenda DID2019056670 dalam kelas 3, yang mana lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3

Merek Terdaftar Penggugat dan Tergugat

	
	Hardwood Private Limited
	PT. Unilever Indonesia Tbk

	Nomor Pemohon
	DID2020036226
	DID2019057948

	
	
	DID2019056670

	Tanggal Penerimaan
	10/07/2020
	01/10/2019

	
	
	25/09/2019

	Merek
	STRONG
	PEPSODENT STRONG 12 JAM

	
	
	PEPSODENT STRONG 12 JAM

	Kelas
	3
	3

	
	
	3

	Nama Pemohon
	Hardwood Pte Ltd
	Unilever IP Holdings B.V.

	
	
	Unilever IP Holdings B.V.

	Nama Kuasa
	H. Amris Pulungan S.H
	Daru Lukiantono S.H.

	
	
	Daru Lukiantono S.H.



Sumber: Sertifikat Merek DJKI, diolah penulis
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
yang berbunyi “Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.” Dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh Hardwood Private Limited dan PT. Unilever Indonesia Tbk yakni pada tanggal 25 September 2019 dan 1 Oktober 2019 sehingga menurut Pasal 35 ayat (1) tersebut selama 10 tahun kedepan kedua merek tersebut mendapat perlindungan hukum. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran merek maka salah satu pihak yang melakukan pelanggaran merek tersebut dapat dikenai gugatan ganti rugi sesuai dengan Pasal 97 ayat (4) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek.

c. Penggunaan tanpa hak

Dimaksud dengan kata tanpa hak tersebut adalah merek yang digunakan tidak terdaftar dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis sedangkan yang dimaksud dengan barang atau jasa sejenis dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang memiliki persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Dalam hal ini, pemilik merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” tidak menggunakan merek tersebut tanpa hak karena telah didaftarkan pada DJKI.
Berdasarkan analisis penjatuhan gugatan ganti rugi diatas dalam Pertimbangan hakim pada putusan kasasi tersebut menurut Peneliti sudah tepat karena pihak Pemohon dalam tahap kasasi yakni PT. Unilever Indonesia Tbk, tidak memenuhi unsur-unsur tindakan pelanggaran merek yang pada pokoknya dapat dijatuhi ganti rugi kepada pihak Penggugat/Termohon kasasi yakni Hardwood Private Limited. Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi.(Oeripkartawinata 2019) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukum saja, yaitu apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu “melanggar hukum” atau “tidak”.

Dasar pertimbangan yang kedua adalah perihal tidak adanya persamaan pada pokoknya pada kedua merek tersebut. Penentuan sebuah merek mengenai perihal memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain relatif sulit apabila dibandingkan dengan menentukan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya. Dengan hal itu, diperlukan adanya sebuah pemahaman yang komprehensif, kecermatan, kejelian dan ketelitian dalam memeriksa perkara tersebut.

Dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan adanya persamaan pada pokoknya pada kedua merek tersebut. Namun Hakim kasasi dalam pertimbangan Putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 berpendapat bahwa kedua merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Hakim berpendapat bahwa kata “Strong” bukanlah kata temuan dari pihak Hardwood Private Limited, hakim menilai bahwa merek dengan kata “Strong” milik Hardwood Private Limited merupakan kata yang mengandung arti kuat atau kata keterangan. Perbandingan kedua merek tersaji pada gambar berikut:

Tabel 4

Perbandingan antara merek Strong dan merek Pepsodent
	Deskripsi produk
	Produk merek Strong (Termohon Kasasi/Penggugat)
	Produk merek Pepsodent (Pemohon Kasasi/Tergugat)

	Etiket Merek
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Nomor Pendaftaran. 

IDM000258478
	
Agenda No. DID2019057948

	
	
	PEPSODENT STRONG 12 JAM 

Agenda No. DID2019057948

	Merek
	-
	Kata Pepsodent dicetak dengan warna biru serta terdapat kombinasi garis melengkung warna merah yang terletak di bawah unsur kata “Pepsodent”. bagian berwarna biru di sisi sebelah kanan etiket merek; dan logo gigi dan daun yang terletak pada bagian berwarna biru di sisi sebelah kanan etiket merek.

	Kemasan
	-
	Warna yang ada pada kemasan terdiri dari putih, biru, merah, dan hijau

	Jenis Produk
	Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis
	Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis


Sumber data: Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas, merek sebelah kiri merupakan merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited, sedangkan sebelah kanan merupakan merek “PEPSODENT” milik PT. Unilever Indonesia Tbk. Dalam merek Pepsodent yaitu “PEPSODENT STRONG 12 JAM” merupakan merek varian dari produk Pepsodent. Pada dasarnya sama halnya dengan merek “FORMULA” yang mana terdapat kata “Strong” yang merupakan merek varian dari Formula. Namun, dalam hal ini pihak Hardwood Private Limited mendaftarkan kata terpisah dari merek varian Formula Strong tersebut yaitu kata “Strong” saja kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) kelas 3 dengan nomor pendaftaran IDM000258478. Hal tersebut yang membuat pihak Hardwood Private Limited mengajukan gugatan kepada pihak PT. Unilever Indonesia Tbk, karena adanya kesamaan kata dalam merek varian PEPSODENT STRONG 12 JAM dengan beranggapan bahwa merek varian PEPSODENT STRONG 12 JAM memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan merek “Strong” milik Hardwood Private Limited.
Untuk menemukan makna persamaan pada pokoknya diperlukan sebuah penemuan hukum karena pertimbangan hakim memiliki peranan yang penting yang mana berisi pendapat yang diberikan oleh hakim untuk memperkuat atau mendukung putusannya yang akan dituangkan dalam amar putusan. Pertimbangan hakim harus memuat alasan-alasan yang jelas dan tepat yang mana dapat mencerminkan sejauh mana hakim memeriksa sebuah perkara yang dihadapkan sehingga sampai pada suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus dapat menemukan hukum dari suatu peristiwa yang sedang diperiksa. Tahapan hakim ini dikenal dengan tahapan kualifisir, yaitu hakim harus mengkualifikasi atau menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi terhadap aturan mana saja yang dapat diterapkan untuk perkara yang dihadapkan kepadanya.
Penemuan hukum (rechtsvinding) merupakan proses mencari norma hukum baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila undang-undang yang sebagai norma hukum positif yang harus dilaksanakan tidak jelas, bahkan tidak lengkap, maka hakim sebagai pelaksana undang-undang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali terhadap hukum yang belum ada, juga dapat diberlakukan dalam perundangan yang masih samar (tidak jelas) yang sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
Hakim dalam memutus perkara dapat menggunakan interpretasi yaitu salah satu metode untuk menafsirkan teks peraturan perundang-undangan yang kabur atau tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu(Masnun 2021). Dari beberapa macam interpretasi, interpretasi autentik sangat relevan untuk memperjelas makna persamaan pada pokoknya. Interpretasi autentik atau resmi ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri yang biasanya diletakkan dalam bagian penjelasan (Khalid 2014).
Persamaan pada pokoknya apabila ditafsirkan dengan menggunakan interpretasi autentik merupakan “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antar Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”(Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG).

Dengan melihat penjelasan yang tercantum dalam UU MIG terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur persamaan pada pokoknya, antara lain: mirip, unsur dominan, menimbulkan kesan sama (bentuk, penempatan, penulisan, bunyi, ucapan). Apabila diperhatikan seacara seksama antara merek dominan milik Formula dengan merek dominan milik Pepsodent tidak terdapat persamaan bentuk, penempatan, penulisan, bunyi maupun ucapan. Sehingga secara tampilan terlihat jauh berbeda. Persamaannya terletak pada masing-masing kata setelah merek dominan ditulis, yaitu “Strong” untuk merek Formula, sedangkan untuk Pepsodent adalah “Strong 12 Jam”. Kesamaan dua merek tersebut hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu kata “Strong”.

Perihal menimbulkan kesan yang sama maka dapat diuraikan satu persatu antara lain: persamaan bentuk yakni persamaan rupa atau persamaan penampilan dari suatu merek dengan merek yang lain. Sebuah merek yang memiliki kesamaan kata atau makna dapat dikategoeikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk. Selain itu, mereka yang dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki kesamaan bentuk adalah merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek(Keziah Christiangie, Budi Santoso 2019). Apabila mengacu pada penjelasan tersebut, maka merek varian Pepsodent Strong 12 Jam memiliki kesamaan kata yakni “Strong” dengan merek terdaftar “Strong” milik HARDWOOD PRIVATE LIMITED. Namun kata “Strong” dalam merek Pepsodent tidak berdiri sendiri melainkan terdapat gabungan kata dengan unsur dominan dari merek itu sendiri. Hal demikian berbeda dengan merek terdaftar “Strong” yang tidak memiliki kata tambahan dalam mereknya.

Persamaan cara penempatan merupakan persamaan letak atau posisi dari sebuah merek dengan merek yang lain, seperti contoh penempatan logo atau penempatan tulisan maupun nama yang sama dengan merek lain. Apabila diperhatikan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan antara kedua merek tersebut relatif berbeda yakni penempatan tulisan Strong pada merek varian Pepsodent terletak setelah merek dominan Pepsodent ditulis.

Persamaan cara penulisan merupakan persamaan cara tulisan sebuah merek mirip dengan merek lainnya yang mana biasanya sering kali terjadi pada merek yang bergerak di bidang yang sama, yang memiliki merek yang mirip dan konsumen yang sama. Mencermati dari kedua merek tersebut, kedua merek memiliki jenis font yang berbeda bahkan untuk merek “Strong” milik HARDWOOD PRIVATE LIMITED relatif hanya dengan font yang biasa, sehingga menimbulkan kebingungan dalam konsumen relatif rendah.

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi merupakan persamaan yang timbul dari pendengaran saat merek diucapkan. Persamaan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingunkan ketika didengar. Penggunaan kata “Strong” pada kedua merek menurut peneliti tidak akan membuat konsumen kebingungan, karena pada dasarnya konsumen mengetahui merek utama dari masing-masing merek yaitu “PEPSODENT STRONG 12 JAM” sebagai “PEPSODENT” dan merek “STRONG” sebagai “FORMULA”.

Memperhatikan formulasi daripada Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang menggunakan ketentuan alternatif, maka tidak mengharuskan semua unsur tersebut untuk dipenuhi melainkan cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka persamaan pada pokoknya dapat dianggap memenuhi khususnya terkait dengan unsur yang dominan dan persamaan bunyi atau ucapan. Namun dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan merek yang bersifat keterangan. Karena pihak Hardwood Private Limited hanya mendaftarkan mereknya dengan satu kata saja yaitu “Strong”. Merek yang bersifat keterangan terhadap barang dianggap memiliki daya pembeda yang lemah karena merek menggambarkan bahan, atau penggunaan barang atau jasa yang didaftarkan tidak memiliki kekhasan atau ciri khusus sebagai pembeda. Sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dari merek sebagai tanda pembeda yang melekat pada barang atau jasa yang dilindungi merek tersebut.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menurut peneliti sudah sesuai dengan tugasnya, seperti halnya yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa ada 3 tahapan tugas hakim, yaitu: tahap konstatir, tahap kualifikasi, dan tahap konstituir. Pertama, Konstatir yang berarti melihat, mengakui atau membenarkan peristiwa yang terjadi yang telah diajukan tersebut. Kedua, Kwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Dan dalam tahap terakhir, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya.

Menurut Riswandi & Syamsudin menyebutkan “Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya akan menyebabkan kerugian, sehingga pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan produksinya(Budi Agus Riswandi 2005). Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam Undang-Undang Merek juga dapat dikenai sanksi dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana apabila seseorang menggunakan merek tanpa hak, maka akan dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merek dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, seyogyanya Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangan mengenai pelanggaran merek haruslah mempertimbangkan juga tindakan yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, selaku Tergugat yang telah mendaftarkan merek varian “Pepsodent Strong 12 Jam” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka akan dianalisis mengenai tindakan dari PT. Unilever Indonesia yang telah mendaftarkan merek variannya dengan adanya kesamaan kata “Strong” dengan merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited.

Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

· Adanya suatu perbuatan;
· Perbuatan tersebut melawan hokum;
· Adanya kesalahan;
· Adanya kerugian.
Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka peneliti akan menganalisis unsur-unsur tersebut dengan menghubungkan dengan pokok perkara yang terjadi antara PT.Unilever Indonesia Tbk, dengan Hardwood Private Limited, antara lain:

Pertama, dalam perbuatan melawan hukum, ada istilah perbuatan yang bersifat positif (aktif), dan juga perbuatan negatif (pasif). Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, adalah perbuatan positif karena dalam hal ini dengan sengaja mendaftarkan merek varian mereka yaitu “PEPSODENT STRONG 12 JAM” sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh Hardwood Private Limited. Berbeda halnya dengan perbuatan negatif (pasif), apabila PT. Unilever Indonesia Tbk, tidak melakukan suatu perbuatan apapun/ berdiam diri, sedangkan menurut Hardwood Private Limited mengalami kerugian.

Kedua, pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 menyebutkan selain perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, kesopanan, dan kesusilaan. Namun peradilan selalu menafsirkan “melawan hukum” dalam arti luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya pelaku, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, dan Bertentangan dengan Kepatutan dalam Masyarakat.

Dalam hal melanggar hak subjektif orang lain, Hardwood Private Limited berhak atas semua hak kebendaan dan tidak terkecuali hak-hak selaku pemilik merek “STRONG”, hak atas merek yang mana merek “STRONG” mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena sudah mendaftarkan mereknya. Disini, PT. Unilever Indonesia Tbk, telah melanggar hak subjektif Hardwood Private Limited berupa hak atas kebendaan dengan adanya persamaan pada pokoknya dalam merek varian milik PT. Unilever Indonesia yaitu “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan merek milik Hardwood Private Limited yaitu “STRONG.”

Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) si pelaku artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang baik berupa suatu keharusan atau larangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya dalam hal ini dinyatakan bahwa pihak PT. Unilever Indonesia Tbk tidak bertentangan dengan aturan manapun, karena Tergugat mendaftarkan mereknya tanpa ada niat untuk mendompleng atau meniru pemilik merek “STRONG”. Namun dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan setelah adanya keluaran produk varian terbaru dari milik Tergugat. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

Hal yang telah merugikan Penggugat adalah bahwa Tergugat masih tetap memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk pasta gigi dengan menggunakan Merek “STRONG”, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat. Sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi.

PT Unilever dalam hal ini tidak bertentangan dengan sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam mengambil tindakan dalam mendaftarkan merek variannya. Hal ini didasari dengan pernyataan Tergugat dalam Putusan Pertama yang menyatakan bahwa “Tergugat telah menggunakan Merek-merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan itikad baik” dan “Terdapat banyak pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang menggunakan unsur kata “STRONG” untuk jenis barang yang sama di kelas 3”. Dalam pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwasanya Tergugat teliti dan berhati-hati dalam mendaftarkan mereknya, dikarenakan banyak pengguna merek dengan kata “STRONG” yang diterima permohonan mereknya oleh DJKI, yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Apabila melihat kedua unsur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Unilever Indonesia Tbk, dalam mendaftarkan mereknya tidak merugikan orang lain tanpa kepentingan dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Sebaliknya, Tergugat mengeluarkan produk tersebut guna mengatasi permasalahan yang muncul pada gigi konsumen, sehingga membutuhkan perlindungan kurang lebih 12 jam.

Ketiga, kesalahan terjadi apabila pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi. Ketidakjelasan Pasal 1365 KUH Perdata ini sepertinya dapat terjawab pada Pasal 1366 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dalam hal ini PT. Unilever Indonesia telah mendapatkan surat peringatan dari Hardwood Private Limited, namun tidak diindahkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, seyogyanya untuk mendiskusikan dengan menjelaskan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan suatu kekeliruan antara kedua belah pihak. Pihak Hardwood Private Limited berpendapat bahwa dengan adanya merek varian yang dikeluarkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, yaitu “PEPSODENT STRONG 12 JAM”, Hardwood Private Limited merasa haknya dirugikan, dan menilai bahwa terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yaitu “STRONG.”

Keempat, Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, atas produksi merek varian barunya yaitu “Pepsodent Strong 12 Jam” yang menimbulkan kerugian pada Hardwood Private Limited. Untuk memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum terdapat dua macam yaitu, kerugian materiil dan kerugian immateril. Kerugian materiil merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya. Sementara itu, kerugian immateriil adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung bisa dihitung nominalnya. Contoh kerugian immateriil adalah ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, kerugian materiil yang didapat oleh pihak Hardwood Private Limited adalah Rp33.040.382.324,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) telah sesuai dengan penjelasan peneliti di atas. Sedangkan kerugian immateriil yang didapat oleh pihak Hardwood Private Limited tidak semestinya dirincikan dalam bentuk nominal, yang mana berupa Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Namun makna kerugian immateriil ini mendapatkan perluasan sebagaimana dalam Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia atas perbuatan melawan hukum pembatalan penerbangan secara sepihak melalui Short Message Service (SMS). Di dalam putusan ini terdapat 2 (dua) alasan dikabulkannya immaterial yakni 1). Menghindari tindakan sewenang-wenang; dan 
2). Kerugian immaterial yang pantas dan adil. 
Tindakan sewenang-wenang mengukur dominasi yang dimiliki oleh pihak maskapai penerbangan pada umumnya dalam pembatalan sepihak rencana penerbangan pesawat. Alasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen maskapai penerbangan agar lebih dihargai hak-haknya dengan memberikan informasi yang aktual dan faktual mengenai rencana penerbangan.

Oleh karena itu kerugian immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak hanya menyangkut kematian, dan cacat berat, melainkan termasuk kekecewaan. Secara khusus kekecewaan pihak Hardwood Private Limited terhadap penggunaan merek “STRONG” yang digunakan oleh pihak PT. Unilever Indonesia dalam produk varian mereka yaitu “PEPSODENT STRONG 12 JAM.” Dalam hal keterkaitan antara pelanggaran merek dengan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata merupakan satu kesatuan yang dapat dihubungkan. Karena pada dasarnya pelanggaran merek memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada pada Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Penggunaan kata “Strong” yang merupakan kata umum berbahasa asing untuk didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia

Dalam Undang-Undang Merek, menentukan bahwa suatu nama umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Sebuah merek terdaftar yang merupakan suatu nama umum atau kata milik umum akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Merek adalah suatu monopoli yang disahkan menurut hukum (Legalized Monopoly) namun terdapat nama atau tanda yang tidak dapat dimonopoli, termasuk juga nama atau tanda yang merupakan milik umum(Shafa Bakadam 2022).
Suatu merek yanng bersifat umum serta menjadi milik umum tak dapat dipakai sebagai merek. Sebagai contoh, dalam hal ini misalnya terhadap tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, pada umumnya tanda tersebut dikenal sebagai suatu tanda bahaya. Tanda seperti itu merupakan tanda yang bersifat umum dan merupakan tanda umum maka sudah sepantasnya hal tersebut tidak dapat dipergunakan hanya oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan serta keperluan pribadi secara sepihak. Tanda-tanda yang demikian harus dipergunakan secara bebas dalam kehidupan masyarakat untuk kepentingan umum. Sehingga dengan hal tersebut tanda-tanda yang demikian tak bisa dipergunakan sebagai merek (Rifai 2016).
Merek yang memakai istilah kata umum (generic term) merupakan tanda-tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Istiah kata umum (generic term) diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminologi yang digunakan yang sekadar bersifat menggambarkan produk. Pada kata ini merujuk tes pemahaman konsumen atas kata tersebut. 

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 huruf f UU MIG menyatakan “Merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”. Pada penjelasan Pasal 20 huruf f tidak memuat indikator dan parameter lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 20 huruf f UU MIG serta tidak memberikan batasan-batasan atau unsur-unsur terhadap merek yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kata umum. Oleh karena itu peneliti membuat tabel perbandingan mengenai nama umum dan kata umum sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan Nama Umum dengan Kata Umum

	
	Nama Umum
	Kata Umum

	Pengertian
	Nama = kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya)

Umum = mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja
	Kata = unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa

Umum = mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja

	Jenis
	Mengacu pada kata benda
	Mengacu pada kata sifat, dan deskripif

	Contoh 
	Rumah makan, warung kopi, dll (Penjelasan Pasal 20 huruf f UU MIG)
	Kuat, cepat, lambat, dan semua yang mengandung kata sifat


Sumber: KBBI, diolah penulis
Mengacu pada tabel di atas maka pada dasarnya pengertian mengenai nama umum tidak dijelaskan dalam penjelasan UU MIG, namun disini peneliti menguraikan dua kata yaitu “nama” dan “umum”. Pengertian “nama” di tabel menunjukkan bahwa pengertian “nama” lebih bersifat objektif, yang mana dalam Kbbi menyebutkan contoh berupa tempat, barang binatang dan sebagainya. Sedangkan “umum” dalam Kbbi disebutkan bahwa memiliki sifat yang luas cakupannya atau komprehensif.

Selanjutnya adalah pengertian mengenai kata umum, peneliti juga menguraikan menjadi dua kata yaitu “kata” dan “umum”. Pengertian “kata” di tabel menunjukkan bahwa pengertian “kata” lebih bersifat deskriptif, yang mana dalam Kbbi menyebutkan “perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran”. Namun dalam hal ini hakim dapat menggunakan metode interpretasi sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara yang sedang dilakukan.

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum tanpa adanya bahasa. Hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Menurut Bruggink, Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara. Oleh sebab itu pula, James A Holland dan Julian S. Webb mengemukakan, bahwa bahasa merupakan salah satu faktor kunci untuk bagaimana dapat mengetahui sengketa hukum (legal-disputes) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan).

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketententuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat era pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.

Apabila diimplementasikan dalam lingkungan peradilan sebagai contoh pada kasus yang peneliti teliti yaitu mengenai eksistensi kata umum dalam UU MIG, maka hakim dapat menerapkan implementasi gramatikal tersebut dengan menafsirkan makna “nama umum” seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 huruf f UU MIG menjadi “kata umum”, sehingga dapat disimpulkan bahwa merek “Strong” merupakan merek yang tidak bisa didaftarkan di pendaftaran merek Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang. Sama halnya dengan pendapat Edward O.S Hiariej mengenai kasus mengenai pidato mantan Gubernur Dki Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama dengan menyatakan kesengajaan dan niat. Niat ini adalah sesuatu yang lebih mendalam dari kesengajaan. Perbuatan sengaja dapat dinilai dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadarannya, sedangkan niat tidak mudah dibuktikan(Nee 2017). Sebagai contoh lain adalah istilah “menggelapkan” yang ada pada Pasal 41 KUHP adakalanya ditafsirkan sebagai “menghilangkan”(Firmansyah 2022).
Dalam merek dikenal dengan istilah merek generik dan merek deskriptif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya tidak mengatur tentang apa itu merek deskriptif, namun mengatur merek generik tetapi belum detail sebagaimana dalam Pasal 22 UU MIG yang berbunyi “Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”. Hal tersebut sudah pasti menimbulkan ketidakpastian hukum merek di Indonesia. Padahal merek-merek yang menggunakan bahasa asing di Indonesia relatif tidak sedikit, sebagai berikut:

Tabel 6

Nama Merek Yang Menggunakan Bahasa Asing:

	Nama Merek
	Nomor Pendafataran
	Pemilik
	Kedudukan Pemilik

	COMPASS
	IDM000779102
	PT. KOMPAS GEMILANG SEJAHTERA
	Jl. Permata Kawaluyaan No. D6, Kel. Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Indonesia

	GOOD DAY
	IDM000553259
	SOEDOMO MERGONOTO
	D. Husada Indah Timur 2/L-167 RT. 005 RW. 009 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya

	INK
	IDM000115468
	EDDY TEDJAKUSUMA
	Jl. Taman Sari VIII/96 RT. 010 RT. 006, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat

	NICE
	IDM000673053
	PT. THE UNIVENUS cq. PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
	Plaza BII Tower 2 Lantai 7, Jl. M.H Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350


Sumber: Artikel Hukum Kemenkuham, 2021
Merek-merek yang ada di atas merupakan merek yang telah mendapatkan perlindungan hukum karena telah didaftarkan oleh pemiliknya. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan memenuhi kriteria dan persyaratan undang-undang sebagai wujud pembenaran dan pengakuan atas HKI yang dimiliki seseorang dengan dibuktikan adanya sertifikat pendaftaran. Dalam UU MIG sejatinya menganut perlindungan dengan sistem konstitutif (first to file) artinya HKI yang dimiliki seseorang (merek) hanya dapat diakui dan dilindungi secara sah oleh Undang-Undang (UU MIG) apabila didaftarkan(Muh Ali Masnun, Radhyca Nanda Pratama 2020).
Konsekuensi yuridis dari pendaftaran suatu merek tersebut adalah menimbulkan suatu hak eksklusif bagi pemilik merek dalam UU MIG lazim disebut dengan hak atas merek. Konsep hukum mengenai hak atas merek dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 UU MIG. Kaitannya dengan sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya “prior in filling” bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Maka pendaftaran merek tersebut sudah jelas berimplikasi menciptakan dan melahirkan suatu hak atas merek yang mutlak oleh pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya ke lembaga negara yang mempunyai otoritas dan kewenangan administratif mengenai pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pokok permasalahannya adalah penggunaan kata umum berbahasa asing dalam merek. Pada dasarnya di Indonesia, penggunaan kata asing sebagai merek banyak dijumpai. Hal tersebut sama halnya dengan kasus yang diteliti oleh peneliti mengenai merek yang hanya berupa satu kata asing yaitu merek “Strong”. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai merek deskriptif, apabila diartikan menjadi kuat “Kuat”. Penjelasan mengenai merek deskriptif tidak termuat dalam peraturan perundang-undang merek di Indonesia. Namun, menurut informasi yang peneliti dapat istilah merek deskriptif adalah merek yang sesuai dengan Pasal 20 huruf e yakni merek yang tidak mempunyai daya pembeda.

Menurut Christopher Morcom dalam bukunya yang berjudul “The Modern Law of Trade Mark” merek deskriptif adalah bila suatu pihak mengadopsi nama atau tanda yang kata dalam bahasa Inggris yang biasa secara umum digunakan dan yang cenderung menggambarkan barang yang dijual(Christopher Morcom, Ashley Roughton 2008). Mengacu penjelasan di atas, maka merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited dapat dikategorikan sebagai merek deskriptif. Selain itu merek “STRONG” tidak memiliki daya pembeda sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 huruf e bahwa merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Fakta lain, penggunaan kata “STRONG” sangat banyak ditemui dalam pendaftaran merek di Indonesia. Sehingga kata “STRONG” sendiri tidak dapat dimonopoli oleh siapapun karena kata “STRONG” merupakan merek deskriptif yang memiliki arti “kuat”.

Tabel

Merek dengan kata STRONG

	Nama Merek
	Nomor Pendaftaran
	Klasifikasi Kelas
	Status

	STRONG & SMOOTH
	IDM000551367
	Kelas 3
	Didaftar

	Care&Strong
	IDM000545624
	Kelas 3
	Didaftar

	STRONGTEETH
	IDM000503694
	Kelas 3
	Didaftar


Sumber: Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, diolah, 2020
Untuk melengkapi analisis tentang apakah merek “Strong” merupakan merek deskriptif yang tidak dapat didaftarkan pada pendaftaran merek di Indonesia, peneliti akan memberikan gambaran mengenai formulir pendaftaran merek sama seperti yang dilakukan oleh pemohon merek pada praktek pendaftaran merek di kantor merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai berikut:

· Bila dalam etiket merek ditulis “Strong” tanpa ada kombinasi warna dari label merek strong maka tidak dapat didaftarkan karena merupakan merek deskriptif. Karena akan menimbulkan salah pengertian bagi pemilik merek seakan-akan kata “Strong” tersebut terlindungi sebagai merek.

	Warna-warna etiket :
	Etiket Merek
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	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek:

Strong merupakan kata dari Bahasa Inggris yang memiliki arti Kuat
	

	Kelas barang/jasa: 3
	

	Jenis barang/jasa:


· Bila dalam etiket merek ditulis “Strong” dengan tambahan kata dan kombinasi warna pada label, maka masih dapat didaftarkan. Namun kata “Strong” tidak dilindungi walaupun tertulis dalam etiket merek.

	Warna-warna etiket :
	Etiket Merek
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	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek:

Strong merupakan kata dari Bahasa Inggris yang memiliki arti Kuat
	

	Kelas barang/jasa: 3
	

	Jenis barang/jasa:


Berdasarkan uraian tersebut, apakah kemudian merek “STRONG” dapat dikategorikan sebagai merek deskriptif dan dapat didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia. Sedangkan di Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara rinci mengenai merek yang bersifat keterangan, ketentuan yang diatur dalam UU MIG hanya pasal yakni pada Pasal 20 huruf f. Pada Pasal 20 huruf f menekankan mengenai merek tidak dapat didaftar apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Nama umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU MIG lebih memberikan contoh bagaimana merek “rumah makan” untuk restoran tidak diperkenankan, merek “warung kopi” untuk kafe.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 20 huruf f UU MIG dengan penjelasannya, maka kata “STRONG” tidak dapat memenuhi unsur Pasal 20 huruf f karena pada dasarnya kata “STRONG” bukanlah kata umum karena Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan lebih memiliki makna “Kuat” karena lebih pada kata serapan asing. Namun kembali lagi pada Pasal 20 huruf e dan ditinjau konsep hukum merek, maka kata “STRONG” tidak dapat dimonopoli oleh siapapun, sehingga kata “STRONG” tidak dapat didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia. Kalaupun kemudian kata “Strong” didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia, diperlukan adanya pembeda lewat etiket merek, dengan kombinasi desain atau kombinasi warna sehingga dapat didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia untuk dapat memperoleh perlindungan merek.
PENUTUP

Simpulan

1. Pada perkara PT. Unilever Indonesia Tbk, melawan Hardwood Private Limited, Hardwood Private Limited dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. Unilever Indonesia Tbk, karena atas dasar asas first to file yang dianut oleh UU MIG, namun gugatannya tidak dapat diterima karena gugatan dari Hardwood Private Limited tidak memenuhi syarat bahwa merek milik PT. Unilever Indonesia Tbk, tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Hardwood Private Limited, dan tidak menggunakan merek terdaftar lain tanpa hak. Sehingga, Hardwood Private Limited tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau gugatannya ditolak. PT. Unilever Indonesia Tbk, dalam hal ini tidak terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Hardwood Private Limited karena hanya memenuhi unsur persamaan bunyi pada kata “STRONG” tiap merek dan kata “STRONG” sendiri bukanlah kata temuan. Dan pelanggaran merek memiliki keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam perdata, karena pelanggaran merek sendiri memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 1365 KUH Perdata antara lain: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang dilanggar haknya.

2. Kata “STRONG” merupakan kata berbahasa asing yang memiliki arti kuat. Apabila ditinjau dari konsep hukum merek, kata “STRONG” termasuk kata deskriptif sehingga apabila didaftarkan merupakan merek deskriptif. Pengaturan di Indonesia tidak mengatur adanya merek deskriptif. Namun, dapat didasarkan pada Pasal 20 huruf e yang mana pendaftaran merek tidak dapat diterima dan ditolak jika tidak memiliki daya pembeda. Oleh karena itu kata “STRONG” tidak dapat didaftarkan dan dimonopoli dalam pendaftaran merek di Indonesia. Sehingga pemilik merek “STRONG” yaitu Hardwood Private Limited tidak dapat mengklaim kata “STRONG” sebagai merek miliknya.

Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Untuk bertindak secara hati-hati dan meneliti semua permohonan pendaftaran merek apakah sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain sesuai dengan tujuan asas kecermatan. Dalam asas ini juga menghendaki agar administrasi negara atau badan pemerintahan yang bersangkutan sebaiknya meneliti semua fakta yang relevan terlebih dahulu dalam mengambil suatu keputusan atau ketetapan. Untuk penerapan dalam hal agar merek generik dan merek deskriptif tidak dapat didaftar maka perlu dilakukan penertiban pada penerimaan etiket merek pada merek yang akan dimintakan pendaftarannya, karena semua unsur yang ada pada etiket merek tersebut itulah yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang. 

2. Bagi pihak yang ingin mendaftarkan mereknya

Untuk membuat suatu merek, apabila ingin menggunakan merek deskriptif agar pendaftaran mereknya dapat diterima seyogyanya disandingkan dengan etiket merek yang memiliki kekuatan daya pembeda yang kuat sehingga tidak menimbulkan kebingungan dengan merek lain yang ingin mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
DAFTAR PUSTAKA

Buku
Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Christopher Morcom, Ashley Roughton, Thomas St Quintin. 2008. The Modern Law of Trade Marks. London: LexisNexis.

Firmansyah, Fiqri Aprilia. 2022. “Metode Penemuan Hukum: Bentuk-Bentuk Interpretasi Terhadap Undang-Undang.” Heylaw Edu. Retrieved June 14, 2022 (https://heylawedu.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang).

Firmansyah, Hery. 2013. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK. Yogyakarta: Medpress Digital.

Muhaimin. 2020. METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram: Mataram University Press.

Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. 2019. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: CV. Mandar Maju.

Saidin, OK. 2015. ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS). Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Jurnal/Artikel Ilmiah

A.A.G Agung Artha Kusuma, KM Agus Satria Pramudana. 2017. “Dampak Globalisasi Pasar Dan Produksi: Ditengah Lingkungan Bisnis Nasional.” Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan 11(2).

Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Sanusi Bintang. 2019. “STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP PENDAFTARAN FIRST TO FILE PADA PEMBATALAN MEREK CAP MAWAR (PUTUSAN MARI NOMOR: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016).” Syiah Kuala Law Journal 3(2).

Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati. 2008. “Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan International.” Mimbar Hukum 20(3).

Jefry Romdonny, Maskarto Lucky Nara Rosmadi. 2018. “Pengaruh Merek, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Bola Sepak.” Ikraith-Humaniora 2(2).

Rifai, Tomy Pasca. 2016. “KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 10(4).

Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna. 2014. “Passing Off Dalam Pendaftaran Merek.” Jurnal Yudisial 7(3).

Keziah Christiangie, Budi Santoso, Hendro Saptono. 2019. “PEDOMAN PENENTUAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA OLEH LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015).” DIPONEGORO LAW JOURNAL 8(3).

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware).” Jurnal Yuridis 5(1).
Shafa Bakadam, Rr. Aline Gratika Nugrahani. 2022. “TERDAFTARNYA KATA UMUM ‘AJAIB’ SEBAGAI MEREK PADA DAFTAR UMUM MEREK.” Reformasi Hukum Trisakti 4(2).

Khalid, Afif. 2014. “PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.” Al’ Adl VI(11).

Masnun, Muhammad Ali. 2021. “Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020).” SASI 27(4).

Muh Ali Masnun, Radhyca Nanda Pratama, Dilla Nurfiana Astanti. 2020. “Menakar Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Merek Dagang.” Mimbar Hukum 32(3).

Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani. 2018. “Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25(2).

Nurul Hidayati, Naomi Yuli Ester S. 2017. “Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgensy Through The Madrid Protocol).” Jurnal Legislasi Indonesia 14(02).

Website

Astutik, Yuni. 2021. “Polri Tangani 958 Kasus Hak Kekayaan Intelektual.” CNBC Indonesia. Retrieved November 22, 2021 (https://www.cnbcindonesia.com/news/20211006162910-4-281909/polri-tangani-958-kasus-hak-kekayaan-intelektual).

Nee. 2017. “4 Poin Pandangan Profesor Hukum Pidana Dalam Sidang Ahok.” HUkum Online. Retrieved June 14, 2022 (https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-pandangan-profesor-hukum-pidana-dalam-sidang-ahok-lt58c9380e24d4e).

Pusparisa, Yosepha. 2019. “15 Merek Ternama Di Indonesia Dengan Nilai Pasar Terbesar.” Databoks. Retrieved November 10, 2021 (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/18/15-merek-ternama-indonesia-dengan-nilai-pasar-terbesar).
Peraturan perundang-undangan/Putusan

Pasal 1365 KUH Perdata
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Mahkmah Agung Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 Perkara Merek Extra Joss vs Enerjoss

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara Merek Pure Kids vs Pure Baby

Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016 Perkara pemboncengan merek Lois

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179PK/PDT.SUS/2012 Perkara Kopitiam Vs Kok Tong Kopitiam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 958 K/Pdt.Sus/2010 Perkara Holiday Resort Lombok Vs Holiday Inn dan Holiday Inn Resort

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 K/N/ HaKI/2003 Perkara Aqua Vs Aqualiva
2
1

